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ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
PENYAKIT AKIBAT KERJA

Oleh
GUSMADINI SAPUTRI

Tenaga kerja dalam melakukan aktivitasnya memiliki resiko terkena penyakit
selama bekerja. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2019 berisi mengenai perlindungan terhadap jenis-jenis penyakit akibat kerja. Di
Indonesia jumlah penyakit akibat kerja yang diberikan Jaminan Kecelakaan Kerja
rata-rata hanya 25 kasus/tahun. Permasalahan dalam penelitian ini adalah:(1)
Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja? (2) Faktor apa sajakah yang menjadi
penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Jenis data
terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dan selanjutnya dianalisis secara
kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan (1) Berdasarkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja jenis penyakit yang
disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktifitas pekerjaan, sistem target organ,
kanker akibat kerja dan lainnya berhak mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja.
Tahun 2020 yang mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja di Provinsi Lampung
ada 958 kasus dan di Bandar Lampung belum ada kasus penyakit akibat kerja
(2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja yaitu masih sulitnya
mendiagnosis penyakit akibat kerja dan kurangnya pemahaman dari pekerja dan
pemberi kerja bahwa adanya perlindungan mengenai penyakit akibat kerja

Kata kunci : Tinjauan Yuridis, Peraturan Presiden, Penyakit Akibat Kerja
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ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE PRESIDENTIAL REGULATION OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF 2019 CONCERNING
OCCUPATIONAL DISEASES

By
GUSMADINI SAPUTRI

Workers in carrying out their activities have a risk of contracting disease during
work. In the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 7 of
2019, it contains protection against types of occupational diseases. In Indonesia, the
number of occupational diseases that are provided with Work Accident Insurance
is an average of only 25 cases/year. The problems in this study are: (1) What is the
Juridical Review of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia
Number 7 of 2019 concerning Occupational Diseases? (2) What are the factors that
hinder the implementation of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia
Number 7 of 2019 concerning Occupational Diseases?

The research method used is normative and emperical juridical. The types of data
used is primary data and secondary data. Data collection in this study was carried
out by literature and field studies and analyzed qualitatively.

The results showed that (1) Based on the Presidential Regulation of the Republic of
Indonesia Number 7 of 2019 concerning Occupational Diseases, types of diseases
caused by exposure to factors arising from work activities, target organ systems,
work-related cancers and others are entitled to Work Accident Insurance. In 2020,
there were 958 cases of Work Accident Insurance in Lampung Province and in
Bandar Lampung there were no cases of accupational diseases (2) Factors obstacles
in the implementation of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia
Number 7 of 2019 concerning Occupational Diseases, that is still difficult to
diagnose occupational diseases and the lack of understanding from workes and
employers that there is protection regarding occupational diseases.

Keywords: Juridical Review, Presidential Regulation, Occupational Diseases
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan industri beserta produknya memiliki dampak positif
terhadap kehidupan manusia berupa makin luasnya lapangan kerja, kemudahan
dalam komunikasi dan transportasi dan akhirnya juga berdampak pada peningkatan
sosial ekonomi masyarakat. Disisi lain dampak negatif yang terjadi adalah
timbulnya penyakit yang disebabkan akibat bekerja yang mana penyakit itu timbul
akibat pajanan bahan-bahan selama proses industri atau dari hasil produksi itu

sendiri.'

Penyakit akibat kerja ialah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat, bahan,
dan proses yang terjadi ditempat kerja. Faktor risiko penyakit akibat kerja antara
lain, golongan fisik, kimiawi, biologis atau psikososial di tempat kerja. Faktor-
faktor tersebut dalam lingkungan kerja merupakan penyebab yang pokok dan
menentukan terjadinya penyakit akibat kerja. Faktor lain yaitu seperti kerentanan
individual yang juga berperan dalam perkembangan penyakit di antara pekerja yang

terpajan. 2 Adapun beberapa penyakit akibat kerja antara lain penyakit saluran

!Darmawan, Armaidi. 2013. Penyakit Sistem Respirasi Akibat Kerja. JAMBI MEDICAL
JOURNAL" Jurnal Kedokteran dan Kesehatan” 1.1

Salawati, Liza. 2015. Penyakit Akibat Kerja dan Pencegahannya. Jurnal Kedokteran Syiah Kuala
Volume 15 Nomor 2.



pernafasan, penyakit kulit, kerusakan pendengaran, gejala pada punggung dan

sendi, kanker, penyakit liver dan lain-lain.?

Penyakit akibat kerja di kalangan petugas kesehatan dan non kesehatan di Indonesia
masih belum terekam dengan baik. Sebagai faktor penyebab, sering terjadi karena
kurangnya kesadaran pekerja dan kualitas serta keterampilan pekerja yang kurang
memadai. Dengan semakin tersedianya fasilitas keselamatan kerja, Semakin sedikit
pula kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan faktor yang sangat penting untuk
diperhatikan karena seseorang yang mengalami sakit ketika ia bekerja akan
berdampak bukan hanya pada diri sendiri tetapi juga berdampak terhadap keluarga
dan juga lingkungan disekitarnya. Akan tetapi, masih banyak pekerja yang
meremehkan resiko kerja, sehingga tidak menggunakan alat-alat pengaman

walaupun sudah tersedia.*

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 67-101
mencakup berbagai hal dalam perlindungan pekerja yaitu upah, kesejahteraan,
jaminan sosial tenaga kerja, dan termasuk juga masalah keselamatan dan kesehatan
kerja. Pada pasal 1 angka 31 menyatakan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah
suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan
rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau
tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja

yang aman dan sehat. Pada pasal 87 ayat 1, Demi terselenggaranya keselamatan dan

3Badraningsih L,.Enny Zuhny K. 2015. Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja. Universitas Negeri
Yogyakarta.
“Badraningsih L,.Enny Zuhny K. Op. cit. hal. 8



kesehatan kerja perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan

kesehatan kerja yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan.

Menurut perkiraan ILO, lebih dari 1,8 juta kematian akibat kerja terjadi setiap
tahunnya di kawasan Asia dan Pasifik. Bahkan dua pertiga kematian akibat kerja di
dunia terjadi di Asia. Ditingkat global, lebih dari 2,78 juta orang meninggal setiap
tahun akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang tidak fatal setiap tahunnya,
yang banyak mengakibatkan absensi kerja.” Untuk kasus penyakit akibat kerja di
Indonesia yang diberikan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) masih sangat sedikit,
yaitu rata-rata hanya 25 kasus pertahun. Hal ini menunjukan perlindungan
keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia masih lebih banyak pada
perlindungan pekerja dari kasus kecelakaan kerja dan masih sangat kurang dalam

perlindungan pekerja dari penyakit akibat kerja. ®

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya perlindungan tenaga kerja dari
adanya bahaya, kecelakaan dan penyakit akibat kerja maupun lingkungan kerja.
Perlindungan bagi para pekerja pun tidak terbatas hanya di lingkungan tempat kerja
saja, namun juga dalam perjalanan berangkat dan pulang dari tempat kerja, maupun
saat perjalanan dinas.” Penegakan diagnosis spesifik dan sistem pelaporan penyakit
akibat kerja penting untuk dilakukan agar dapat mengurangi dana atau bebas dari

penyakit akibat kerja.

> Internasional Labour Organization. 2018. Bulan K3 Nasional: Menuju Budaya Pencegahan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang lebih kuat di Indonesia.
https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_616368/lang--en/index.htm

& Kementerian Tenaga Kerja.2018. Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional di
Indonesia. https://katigaku.top/wp-content/uploads/2019/08/Profile-Nasional-K3-bahasa-final.pdf
’Sudrajat, Ajat. 2020. COVID-19 Sebagai Penyakit Akibat Kerja.
http://lionindonesia.org/blog/2020/05/15/covid_19_sebagai_penyakit akibat kerja/. (Diakses
tanggal 18 juni 2020)



https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_616368/lang--en/index.htm
http://lionindonesia.org/blog/2020/05/15/covid_19_sebagai_penyakit_akibat_kerja/

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada pasal 48 ayat 3,
Jenis penyakit akibat kerja ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Pada pasal 4 ayat
1 Undang-Undang Dasar 1945 , Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pasal
48 ayat 3, maka ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja. Pada pasal 2 Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja, pekerja yang
didiagnosis menderita penyakit akibat kerja berdasarkan surat keterangan dokter
berhak atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja meskipun hubungan kerja telah
berakhir dan pada pasal 5, penyakit yang telah didiagnosis sebagai penyakit akibat
kerja dilakukan pencatatan dan pelaporan untuk kepentingan pendataan secara
nasional. Pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh pemberi kerja, fasilitas
pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja,
instansi pusat dan instansi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan, dan instansi pusat dan daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintah dibidang kesehatan. Penegakan diagnosis secara spesifik dan
sistem pelaporan penyakit akibat kerja sangat perlu dilakukan untuk dapat
meminimalisir dan terhindar dari penyakit akibat kerja yang hal ini dapat
meningkatkan produktivitas pekerja. Berdasarkan pembahasan diatas penulis
tertarik untuk meneliti yaitu : “Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja“



1.2.Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1.2.1 Rumusan Masalah

Titik tolak pada latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan

permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja?

2. Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat

Kerja?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian adalah Hukum Tenaga Kerja
merupakan rumpun Hukum Administrasi Negara, yang dibatasi pada kajian
mengenai Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di

Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2021.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui mengenai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja

b. Untuk mengetahui Faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja



1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan
kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Tenaga Kerja yang
berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi akademisi,
mahasiswa, dan masyarakat secara umum agar memahami secara khusus
pengetahuan tentang Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja.



BABII

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pekerja

2.1.1. Pengertian Pekerja/Buruh, Tenaga Kerja, Pemberi Kerja

a. Pekerja/Buruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buruh adalah orang yang bekerja untuk
orang lain dengan mendapat upah.® Istilah buruh sangat populer dalam dunia
perburuhan/ketenagakerjaan, selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama
bahkan mulai dari zaman Belanda juga karena Peraturan Perundang-undangan yang
lama (Sebelum Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
menggunakan istilah buruh. Pada zaman penjajahan Belanda yang dimaksudkan
buruh adalah pekerja kasar sepeti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan
kasar, orang-orang ini disebutnya sebagai “Bule Callar”. Sedangkan yang
melakukan pekerjaan dikantor pemerintah maupun swasta disebut sebagai
“Karyawan/pegawai’”’ (White Collar). Perbedaan yang membawa konsekuensi pada
perbedaan perlakuan dan hak-hak tersebut oleh pemerintah Belanda tidak terlepas

dari upaya untuk memecah belah orang-orang pribumi. °

8 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995. Jakarta: Balai Fustaka, 1995, Cet-7, h. 15
SHusni, Lalu. 2008. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta:RajaGrafindo, h. 33



Dalam perkembangan hukum perburuhan di Indonesia, istilah buruh diupayakan
untuk diganti dengan istilah pekerja, karena istilah buruh kurang sesuai dengan
kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung menunjuk pada golongan yang selalu

ditekan dan berada di bawah pihak lain yakni majikan.'”

Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa
pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, Pada Pasal
1 angka 6 pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan
penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

b. Tenaga Kerja

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU No. 13 Tahun 2003, Tenaga kerja
adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang
dan/ jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pengertian
setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/
jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dapat
meliputi setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam
bentuk lain atau setiap orang yang bekerja sendiri dengan tidak menerima upah atau
imbalan. Tenaga kerja meliputi pegawai negeri, pekerja formal, dan orang yang

belum bekerja atau pengangguran. Dengan kata lain, pengertian tenaga kerja lebih

Tbid, h. 22



luas dari pada pekerja/buruh.!! Tenaga kerja mencakup buruh, pegawai negeri sipil

dan pegawai swasta, dan karyawan. Semua istilah tersebut mempunyai tujuan yang

sama yaitu orang yang bekerja dengan orang lain dan memperoleh upah sebagai

imbalannya.

c. Pemberi Kerja

Berdasarkan kententuan Undang — Undang No 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (4) pemberi kerja adalah orang perseorangan,

pengusaha, badan hukum, atau badan — badan lainnya yang memperkerjakan tenaga

kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Berdasarkan Pasal 1

angka (5) Undang — undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

pengusaha adalah:

1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri.

2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjalankan perusahaan bukan miliknya.

3) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 yang

berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

2.1.2 Klasifikasi Tenaga Kerja
Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar yang
di tentukan.'? Maka, klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan akan ketenaga

kerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah di tentukan yaitu:

1Asri Wijayanti. 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 1
12pjus Partanto, 2001, Kamus Ilmiah Popular. Surabaya : Arkola, hal. 345.
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a. Berdasarkan penduduknya
1. Tenaga kerja
Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja
dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-
Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja

yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun

2. Bukan tenaga kerja
Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau
bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga
Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka
yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh

kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

b. Berdasarkan batas kerja
1. Angkatan kerja
Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun

yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun

yang sedang aktif mencari pekerjaan.

2. Bukan angkatan kerja
Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang
kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya.
Contoh kelompok ini adalah: anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah

tangga dan orang cacat, dan para pengangguran sukarela.
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c. Berdasarkan kualitasnya

1. Tenaga kerja terdidik
Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau
kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal

dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.

2. Tenaga kerja terlatih
Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam
bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini
dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai

pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih
Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang
hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu

rumah tangga, dan sebagainya.'?

2.1.3 Hak dan Kewajiban Pekerja/Buruh

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang tenaga kerja dalam melaksanakan
pekerjaannya, yang mana Undang-Undang tersebut berfungsi untuk melindungi
dan membatasi status hak dan kewajiban para tenaga kerja dari para pemberi kerja

(pengusaha) yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam ruang

3Dwiyanto Agus, 2006, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta : Gadjah Mada
University Press. hal. 45.
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lingkup kerja. Hak-hak dan kewajiban para tenaga kerja didalam ruang lingkup

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdiri dari:

a. Hak-Hak Tenaga Kerja

1.

Pasal 5 : Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa
diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan

Pasal 6 : Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa
diskriminasi dari pengusaha

Pasal 11: Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan
dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan
kemampuannya melalui pelatihan kerja.

Pasal 12 ayat 3 : Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk
mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18 ayat 1 : Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja
setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan
kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan ditempat kerja.
Pasal 23 : Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas
pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga
sertifikasi.

Pasal 31 : Setiap tenaga kerja mempunyai Hak dan kesempatan yang sama
untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh
penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri.

Pasal 67 : Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat

wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Pasal 78 ayat 2 : Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja
sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) wajib membayar upah kerja
lembur.

Pasal 79 ayat 1 : Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada
pekerja.

Pasal 80 : Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada
pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

Pasal 82 : Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu
setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (Satu setengah)
bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
Pasal 84 : Setiap pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf’b, c dan d, Pasal 80 dan Pasal 82 berhak
mendapatkan upah penuh.

Pasal 85 ayat 1 : Pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi

Pasal 86 ayat 1 : Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan atas Keselamatan dan kesehatan kerja, Moral dan kesusilaan dan
Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai
agama.

Pasal 88 : Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 90 : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Pasal 99 ayat 1 : Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh

jaminan sosial tenaga kerja.
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19. Pasal 104 ayat 1 : Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota

serikat pekerja.

b. Kewajiban Tenaga Kerja

1. Pasal 102 ayat 2 : Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat
pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan 31
kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan
aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta
ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta
keluarganya.

2. Pasal 126 ayat 1 : Pengusaha, serikat pekerja dan pekerja Wajib melaksanakan
ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.

3. Pasal 126 ayat 2 : Pengusaha dan serikat pekerja Wajib memberitahukan isi
perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja.

4. Pasal 136 ayat 1 : Penyelesaian perselisihan hubungan industrial Wajib
dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara
musyawarah untuk mufakat.

5. Pasal 140 ayat 1 : Sekurang kurangnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari kerja sebelum
mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja Wajib memberitahukan
secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang

ketenagakerjaan setempat.
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2.2 Penyakit Akibat Kerja

2.2.1 Pengertian Penyakit Akibat Kerja

Menurut Suma’mur (1985) penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang
disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit ini artefisial oleh karena
timbulnya di sebabkan oleh adanya pekerjaan. Kepadanya sering diberikan nama

penyakit buatan manusia (Manmade disease).

2.2.2 Jenis-Jenis Penyakit Akibat Kerja

Ada beberapa jenis penyakit akibat kerja menurut Simposium Internasional oleh

ILO dalam Anizar (2009), yaitu :

a. Penyakit akibat kerja (occupational disease)
Penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi yang kuat
dengan pekerjan, yang pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab yang
sudah diakui.

b. Penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan (work related disease)
Penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab, dimana factor pada
pekerjaan memegang peranan bersama dengan faktor risiko lainnya dalam
berkembangnya penyakit yang mempunyai etiologi yang kompleks.

c. Penyakit yang mengenai populasi kerja (disease affecting working populations)
Penyakit yang terjadi pada populasi pekerja tanpa adanya agen penyebab di
tempat pekerja. Namun dapat diperberat oleh kondisi pekerjaan yang buruk

untuk kesehatan.
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2.2.3 Ciri-Ciri Penyakit Akibat Kerja

Secara umum penyakit akibat kerja mempunyai ciri-ciri yang harus diperhatikan

yaitu:

a. Adanya hubungan antara pajanan yang spesifik dengan penyakit yang
diakibatkan.

b. Adanya fakta bahwa frekwensi kejadian penyakit pada populasi pekerja lebih
tinggi daripada pada masyarakat umum. Maksud disini bahwa penyakit akibat
kerja jumlah lebih banyak di kalangan pekerja dari pada di masyarakat umum.

c. Penyakit akibat kerja dapat dicegah dengan melakukan tindakan preventif di

tempat kerja.'*

2.2.4 Golongan Penyakit Akibat Kerja

Penyakit akibat kerja dibagi atas beberapa golongan, yaitu :

a. Golongan fisik
Kebisingan, Getaran, Radiasi ionisasi, Suhu ekstrem,Tekanan udara mampat

b. Golongan kimiawi

Beberapa jenis zat-zar kimia yang sering dijumpai ditempat kerja dan yang dapat
menimbulkan penyakit akibat kerja ialah Air raksa dan senyawa toksinnya,
Karbon disulfide, alkohol dan glikol

c. Golongan biologis
Agen penyebab pada golongan biologis adalah virus, klamida dan riketsia,
bakteri, jamur, protozoa dan cacing. Penyakit infeksi dan parasite terkait kerja

kebanyakan ditemukan pada :

1%Soemarko, Dewi Sumaryani. 2012. Penyakit Akibat Kerja “ Identifikasi dan rehabilitasi kerja”.
Makalah
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. Pekerjaan pertanian

Tempat kerja tertentu dinegara beriklim panas dan belum maju

Rumah sakit, laboratorium, klinik, ruang otopsi, kehutanan, dan lain-lain.
Pekerjaan terkait penangan hewan dan produk-produknya

Pekerjaan lapangan yang kontak dengan kotoran hewan.

Golongan fisiologis

Tempat kerja yang kurang ergonomis tidak sesuai dengan fisiologis dan anatomi

manusia (postur kerja salah). Tempat kerja yang kurang ergonomis dan postur

kerja yang salah memiliki dampak yang sama yaitu berakibat cacat pada tubuh.

d. Golongan fisikososial

Penyakit akibat kerja pada golongan fisikososial diakibatkan beban kerja yang

terlalu berat dan melebihi kapasitas kerja manusia. Beban kerja terlalu berat

tersebut memungkinkan ia tidak tentu tidur, makan, istirahat, disamping itu akan

menderita kelelahan emosional. '

2.2.5 Tujuan dan Manfaat Diagnosis Penyakit Akibat Kerja

Berbeda dengan diagnosis penyakit pada umumnya, diagnosis penyakit akibat kerja

mempunyai aspek medis, aspek komunitas dan aspek legal. Dengan demikian

tujuan melakukan diagnosis akibat kerja adalah:

1. Dasar terapi

2. Membeatasi kecacatan dan mencegah kematian

3. Melindungi pekerja lain

4. Memenuhi hak pekerja

15 Anizar, 2009. Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri. Graha Ilmu, Yogyakarta
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Dengan melakukan diagnosis okupasi/ diagnosis penyakit akibat kerja, maka hal ini

akan berkontribusi terhadap:

1. Pengendalian pajanan berrisiko pada sumbernya

2. Identifikasi risiko pajanan baru secara dini

3. Asuhan medis dan upaya rehabilitasi pada pekerja yang sakit dan/atau cedera

4. Pencegahan terhadap terulangnya atau makin beratnya kejadian penyakit atau
kecelakaan

5. Perlindungan pekerja yang lain

6. Pemenuhan hak kompensasi pekerja

7. Identifikasi adanya hubungan baru antara suatu pajanan dengan penyakit.'6

2.2.6. Pencegahan Penyakit Akibat Kerja
Adapun pencegahan-pencegahan penyakit akibat kerja, diantaranya:
1. Memakai alat pelindung diri secara benar dan teratur
2. Mengenali resiko pekerjaan dan cegah supayah tidak terjadi lebih lanjut
3. Segara akses tempat kesehatan terdekat apabila terjadi luka yang berkelanjutan.
Selain itu terdapat pula beberapa pencegahan lain yang dapat ditempubh, yaitu :
a. Pencegahan Pimer — Healt Promotio
1) Perilaku kesehatan
2) Faktor bahaya di tempat kerja
3) Perilaku kerja yang baik
4) Olahraga

5) Gizi

16Soemarko, Dewi Sumaryani. loc.cit.
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b. Pencegahan Sekunder — Specifict Protectio
1) Pengendalian melalui perundang-undangan
2) Pengendalian administratif/organisasi: rotasi/pembatas jam kerja
3) Pengendalian teknis: subtitusi, isolasi, alat pelindung diri (APD)
4) Pengendalian jalur kesehatan imunisasi
c. Pencegahan Tersier
1) Pemeriksaan kesehatan pra-kerja
2) Pemeriksaan kesehatan berkala
3) Pemeriksaan lingkungan secara berkala
4) Surveilans
5) Pengobatan segera bila ditemukan gangguan pada pekerja
6) Pengendalian segera ditempat kerja
Dalam pengendalian penyakit akibat kerja, salah satu upaya yang wajib dilakukan
adalah deteksi dini, sehingga pengobatan bisa dilakukan secepat mungkin. Dengan
demikian, penyakit bisa pulih tanpa menimbulkan kecacatan. Sekurang-kurangnya,
tidak menimbulkan kecacatan lebih lanjut. Pada banyak kasus, penyakit akibat kerja
bersifat berat dan mengakibatkan cacat. Ada dua faktor yang membuat penyakit
mudah dicegah, yaitu :
a. Bahan penyebab penyakit mudah diidentifikasi, diukur, dan dikontrol.
b. Populasi yang berisiko biasanya mudah didatangi dan dapat diawasi secara
teratur serta dilakukan pengobatan.
Disamping itu perubahan awal seringkali bisa pulih dengan penanganan yang tepat.

Karena itulah deteksi dini penyakit akibat kerja sangat penting. Sekurang-
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kurangnya ada tiga hal menurut WHO yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam

deteksi dini yaitu:

a. Perubahan biokimiawi dan morfologis yang dapat di ukur melalui analisis

laboraturium. Misalnya hambatan aktifitas kolinesterase pada paparan terhadap

pestisida organofosfat, penurunan kadar hemoglobin (HB), sitologi sputum yang

abnormal, dan sebagainya.

b. Perubahan kondisi fisik dan sistem tubuh yang dapat dinilai melalui pemeriksaan

fisik laboraturium. Misalnya elektrokardiogram, uji kapasitas kerja fisik, uji

saraf, dan sebagainya.

c. Perubahan kesehatan umum yang dapat dinilai dari riwayat medis. Misalnya rasa

kantuk dan iritasi mukosa setelah paparan terhadap pelarutpelarut organik.

Selain itu terdapat pula beberapa pencegahan lain yang dapat ditempuh yaitu

pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini meliputi:

1.

Pemeriksaan sebelum penempatan Pemeriksaan ini dilakukan sebelum
seorang dipekerjakan atau ditempatkan pada pos pekerjaan tertentu dengan
ancaman terhadap kesehatan yang mungkin terjadi. Pemeriksaan fisik yang
ditunjang dengan pemeriksaan lain seperti darah, urine, radiologis, serta
organ tertentu, seperti mata dan telinga, merupakan data dasar yang sangat
berguna apabila terjadi gangguan kesehatan tenaga kerja setelah sekian lama

bekerja.

2. Pemeriksaan kesehatan berkala Pemeriksaan kesehatan berkala sebenarnya

dilaksanakan dengan selang waktu teratur setelah pemeriksaan awal sebelum
penempatan. Pada medical check-up rutin tidak selalu diperlukan

pemeriksaan medis lengkap, terutama bila tidak ada indikasi yang jelas.
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Pemeriksaan ini juga harus difokuskan pada organ dan sistem tubuh yang
memungkinkan terpengaruh bahan-bahan berbahaya di tempat kerja, sebagai
contoh, audiometri adalah uji yang sangat penting bagi tenaga kerja yang
bekerja pada lingkungan kerja yang bising. Sedang pemerikaan radiologis
dada (foto thorax) penting untuk mendeteksi tenaga kerja yang berisiko

menderita pneumokonosis, karena lingkungan kerja tercemar debu.!’

2.3 Dasar Hukum Penyakit Akibat Kerja
Pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada pasal 48 ayat 3,
Jenis penyakit akibat kerja ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Adapun manfaat
jaminan kecelakaan kerja berdasarkan pada pasal 25 ayat 2, yaitu :
a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:

1. Pemeriksaan dasar dan penunjang;

2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;

3. Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah,

atau rumah sakit swasta yang setara;

4. Perawatan intensif;

5. Penunjang diagnostik;

6. Pengobatan,;

7. Pelayanan khusus;

8. Alat kesehatan dan implan;

9. Jasa dokter/medis;

7Badraningsih L,.Enny Zuhny K.tt, op.cit
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10. Operasi;

11. Transfusi darah; dan/atau

12. Rehabilitasi medik.

b. Santunan berupa uang meliputi:

1. Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja
atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk
biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;

2. Santunan sementara tidak mampu bekerja;

3. Santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total
tetap;

4. Santunan kematian dan biaya pemakaman;

5. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia
atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;

6. Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat
pengganti (prothese);

7. Penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau

8. Beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau

Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 48 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian dan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, maka ditetapkan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit
Akibat Kerja. Pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa penyakit akibat kerja adalah

penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja. Pada ayat 2
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menyatakan Jaminan Kecelakaan Kerja, yang selanjutnya disingkat JKK adalah
manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat
peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh

lingkungan kerja.

Pada pasal 2, Pekerja yang didiagnosis menderita penyakit akibat kerja berdasarkan
surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun hubungan kerja telah
berakhir. Hak atas manfaat JKK diberikan apabila penyakit akibat kerja timbul
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja
berakhir. Penyakit akibat kerja meliputi jenis penyakit:

a. yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan;

b. berdasarkan sistem target organ;

c. kanker akibat kerja; dan

d. spesifik lainnya.

Dalam hal terdapat jenis penyakit akibat kerja yang belum tercantum dalam
Lampiran, menurut Peraturan Presiden ini penyakit tersebut harus memiliki

hubungan langsung dengan pajanan yang dialami pekerja.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis
normatif dan yuridis empiris. yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara
mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku erat
kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-
undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan
permasalahan yang diteliti. Sedangkan yuridis empiris ialah untuk memperoleh
kejelasan dan pemahaman dari permasalahan tersebut, maka perlulah penelitian

berdasarkan realitas yang ada.

3.2 Data dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara
langsung dari sumber datanya. Data primer merupakan data yang diperoleh dari
studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Dalam hal ini
penulis memperoleh data dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dan Dinas
Kesehatan Kota Bandar Lampung

2. Data sekunder adalah pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan

kepustakaan. Studi kepustakaan dengan maksud untuk meperoleh arah
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pemikiran dan tujuan yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari,
mengutip, dan menelaah literatur Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, buku-
buku hukum serta bahan-bahan bacaan lainnya yang mempunyai hubungan
dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari :
1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional
4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
6) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
7) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain
Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pekerja, Pemberi Kerja,
Dan Penerima Bantuan [uran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial
8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Penyakit Akibat Kerja
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9) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah

10) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pemberian Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif dan
Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

11) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2016 Tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif
Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain

Penyelenggara Negara

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku ilmu
hukum, bahan kuliah, jurnal hukum, maupun literatur-literatur yang berkaitan

dengan penelitian atau masalah yang dibahas.

c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi

Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia
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3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolahan Data

3.3.1 Prosedur pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai
berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara
membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagi litertur yang ada
hubunnganya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perUndang-

Undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan bahasan.

2. Studi Lapangan

Dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data
primer dan dilaksanakan dengan cara wawancara. Wawancara yang dipilih adalah
wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah
disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan wawancara secara langsung dengan

informan.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan
tahapan sebagai berikut :

1. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
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2. Klasifikasi Data
Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka
memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan

penelitian.

3. Penyusunan Data
Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat
dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk

mempermudah interpretasi data.

3.4 Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu
menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan
efektif serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga memudahkan
interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang

ada.



BAB YV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kesimpulan dalam

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja, yaitu:

1. Tinjauvan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit
Akibat Kerja
Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat
Kerja, ada 88 jenis penyakit akibat kerja yang dapat perlindungan dalam
program Jaminan Kecelakaan Kerja. Penyakit akibat kerja tersebut meliputi
jenis penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas
pekerjaan, penyakit berdasarkan sistem target organ, penyakit kanker akibat
kerja dan penyakit spesifik lainnya. Bentuk perlindungan tenaga kerja yang
sakit akibat kerja meskipun hubungan kerja telah berakhir dan sakit yang
timbul tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak
hubungan berakhir juga berhak atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja.
Adapun Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja yang diberikan oleh BPJS
Ketenagakerjaan berupa pelayanan kesehatan, santunan berupa uang, program
kembali kerja dan kegiatan promotif dan preventif. Berdasarkan data dari Dinas

Tenaga Kerja Provinsi Lampung, pada tahun 2020 yang mendapatkan klaim
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jaminan kecelakaan kerja di Provinsi Lampung ada 958 kasus. Jumlah kasus
tersebut lebih banyak kasus kecelakaan kerja dibandingkan kasus penyakit
akibat kerja. Berdasarkan wawancara di Dinas Kesehatan Kota Bandar
Lampung bahwa ada 31 puskesmas di Bandar Lampung dan selama tahun 2020
belum ada kasus yang dicatatkan sebagai penyakit akibat kerja.

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Presiden
Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja, yaitu:
a. Masih sulitnya untuk mendiagnosis penyakit akibat kerja dan
b. Kurangnya pemahaman dari pekerja dan pemberi kerja bahwa adanya

perlindungan mengenai penyakit akibat kerja

5.2 Saran

Adapun saran yang hendak disampaikan penulis dalam penulisan hukum ini ialah
dalam melindungi Pekerja/Buruh dalam keselamatan dan kesehatan kerja, perlu
ditingkatkan mengenai pelatihan dalam penegakan diagnosis penyakit akibat kerja
sehingga pekerja mendapatkan hak dan perlindungan dalam manfaat Jaminan
Kecelakaan Kerja secara optimal dan meningkatkan sosialisasi tentang program
Jaminan Kecelakaan Kerja kepada Tenaga Kerja dan Pemberi Kerja dalam

pemahaman terkait penyakit akibat kerja.
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